
BT'PATI CIANJUR

PERA'TURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR TER'|INCGI PEMBAKUAN BIAYA KECIATAN BELANJA
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH K,ABUPATEN CIANIIIR

DENGAN RAHMA'I TI,]HAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa sebagal pedotuan Pemerintah Daerah ctalam
menlusun .encana ke.ja anggaran dan kegiatm yang
dibiayai dan Anggdan Pendapatan dan Belanja
Daerah, khususnya kesiatan Dewan Pem,akilan
RaLTat Daeran, lerlu menrrsun Standar Tertinggi
Pembakuan Biaya Kegiatan sebasai pedonan
Pembiaymn;
b"Ltra oerd"sdrkd per.imo"ngsn "ebaB"iEana
dihaksud dalam huruJ a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Tertingei Pembakud Biaya
Kegiatan Belanja Dewan Peruakilan Ra]!l'ar Daerahi

Undang Undang Nomor 17 Tahm 2003 tentang
Iftuangm NegaE (Lembdan Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nesda Republik lndonesia Nomor 4246);

Undang-Undars Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lemba.an Negara Republlk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 'lambahm Lembaran
Nesara Republik I.donesla Nomor 4ss5)i
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeril<smn Pengelolaan da 'langgung Jawab
Keuangd Negara (Lembdan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomff 66. Tambahan
Lembard Negara Republik Indonesia Noftor 4400);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanean Keuaosd aoi&a Pederintah Pusat da.
Pemeintahm Daerah (Lembaran NegaE Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 126, Tambanan
Lembaran Negara Republik IDdonesia Nomor 4438)l
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5. Unddg Undmg Nomor 40 Tahh 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik IDdonesia Tahun 2004 Nomor 150,
'fambahan Lmbdan NegaE Republik Indonesia

6. Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tenrdg
Majelis Permusyarar.atan Rakyat, Dewan PeNatilan
RaIAat, Dewo PeNakilan Daerah dan Dewan
Pe alilao Ralgat Daeranpembdan Negara Republik
lndonesia Tanun 2014 Nomor 1a2, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 556a);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbarm Negara Republik
Indonesia Tanun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran NegaE Republik Indonesia Nomor 55a7)
sebagaimda telah diubah beberapakall terakhi.
dengm Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentans
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (rrmbaran
Negda Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 5a,
Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia

a. Peratum Pemerintan Nonor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prctokoler dm Keuangan Pimpinan dan
Anssota Dewan Pe akile Ralrat Daerah (lEmbarm
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomo. 90,
Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimda telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peratumn Pemerintah Nomor 2r
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Piopinan dan AnACora
Depan Pe atilan Ralryat DaeEh (kmharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Letubaran Negda Republik Indonesia Nomor 4712)l

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbanean (Lembaran Negara RepubLik
Indonesia 'lahun 2005 Nomor 50, Taobahan
Lembaran NegaE Republik hdonesia Nomor 4575);

10. Peratur@ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Idfortuasi KeudAan Daemh (Lembdm Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Nega.a RepubLik Indonesia Nomor 4576)
sebagaiMa telah dlubah dengan Peraturan
Pemerintrh Nomor 65 Tahun 2010 tentmg Perubaian
Atas PeEtu.e Pemerintah Nomor 56 Taiun 2005
tentang Sistem Infomasi Keudgd Daeral (Lembdd
Negda Republik Indonesia Tanun 2010 Nohor 110,
Tambahan Lembaran N€gara Republik Indonesia
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11. Peratu.an Peme.intah Nomor sg Tahun 2005 tenrdg
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara
Republik hdonesia Tanun 2005 Nomor 140,
Tambahd Lembaran Negda Republik Indonesia

12. Peraturd Peme.intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Penyelensgaraan Pemerintahan Daeral (lembdm
Negara RepubII Indonesia Tanun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negtra Republik Indonesia

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16'lahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan De{,an Perwakilan
Rakyat Daerah Tentmg aata Tertib Dewan Penvakilan
RaLl.at Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
'lahun 2010 Nomor 22, Tambalran Lembaran Nesa.a
Republik In.lonesia Nomor 5i04)i

14. Peraturd Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PenBadacn E-rdng/ Jasa PFme,inkh s-bagdirdna
telall beberapakali diubah terakhir dengan Peratu.an
Presiden Nomor 4 Tanun 2015 tentmg Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nooor 54 Tanun
2010 tentmg PengadMn Barang/Jasa Pemerintah
(Lembdan Negara Republik Indonesia Tahun 2015

15. Peraturan Mente.i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedomm Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomo. 21
Tahun 2011 tentang Perubahm kdua Atas PeE.uran
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentms
Pedomd Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturm Mente.i DaLm Negeri Nomo. 21 Tahun
2007 tentmg Pengelompokkad Kemampum Keumgm
Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawabd
Penggunad Belanja Penunjms operasional Pimpinan
Dewd Pe alllan Rakyat Dae.ah, serta'lata Cara
Pensembalian Tunjansan &munikasi Intenslf dan
Dana Olerasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalatuan
augas Anggota Dewan Petral{ilan Rakyat daerah
Provinsi dan Dewan Petuakilan Ral,Tat Daerah
Kabupaten / Kotai

113/PMK.0s/2012 tentans Perjalanao Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negda, Pegawai negeri, dan
De8cwci T,dak T.up (B"r, d NFg.-a R-p rbLr\ -ndoresia

Tahun 2012 Nomor 674)l
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19. Peraluran Daerall Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tanun
2004 tentang (edudukan Prctokoler dan Keudgan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyar
Daerah (abupaten clanjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri DI)
sehagaioana telall diubah dengan Peraturan DaeEh
Nomor 04 Tahun 2oo7 tentang Pe.ubahan Pertama
Atas Peraturd Daerah Kabupaten Cianjur Noftor la
'lahun 2oo4 tentang Kedudukan Prorokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Deivan PeMakilan
Rakyat Dae.ah (abupaten Cianjur (Lembaran Daerah
(abupaten cianjur Tahun 2007 Nomor 0.+ Seri D)l

20. Pemturm Daerah Kabupaten Cihjur Nomor 02 Tahun
2007 tentdg PengeloLmn Keuangan Dae.ah
(lembaran Daeran xabupaten Cianju Tahun 2007
Nomor 02 seri D);

21. Pemturan Daerah Kabupaten Cianju. Nomor 07'lahun
2004 tentmg Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan OIgmisasi Perangkat Daeral
Kabupaten cianjur (Lembrd Daerah Kabupaten
C.dn,ur Ta,hr' 2O0a Noror O, Ser. DJ s-bagerm"nd
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peratu.an
Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketigq Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Notuor 02 Tahun 200a tenrang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Orsanisasi
Peranakat Daeran Kabupaten Cianjur (Lembamn
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9lj

22.Peraturs Bupati Cidjur Nomor 26 Tahun 2013
tentang Pedomd Pelaksana@ Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat NegaE, Pegawai Negeri Sipil
dd Pegawai Tidak Tetsp Di Lingkungm Pemerintahan
Kabupaten cidjur (Berita Daerah Kabupaten cianjur
Tahun 2013 Nomor 26);

PERATURAN BUPATI TENTANG S'IANDAR TERTINCGI
PEMBA(UAN BIAYA KECIA?AN BEI,ANJA DEWAN
PERWAKILAN RA(YA'T DAERAH (ABUPATEN CIAN,IIJR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesaru

Definisi

Pasal I
Dalam Pe.aturu Bupati lni ydg dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten cidjur-
2. Pemenntah Daemh adaLan Pem€rintah (abupaten Cianjur.
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3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjurnya disingkar DPRD
adalah Dewan PeNal{ilm Raryar Daerah Kabuparen cianjur.

4, Pimpinan Dewan Pesakllan Rakyat Daerah kabupaten Cidjur yang
seimjutnya disebut Plmpinan DPRD a.lalah (etua dan Wakil Ketua
Dewan PeMakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Anggota Dewan Perwakilan Ralvat Daerah yang selarjurya disebur
Anggota DPRD adalan Anggota Dewan Pesakllan Ra!,yat Daerah
Kabupaten cianjur.

6, Alat (elengkapan Dewan PeMakilan Ralllat Daerah yang seldjutnya
disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Dewan PeMakilan
Rakyat Dae.ah, Badan Musya{dan, Komisi, Badm lf,gislasi Daerah,
Bade Anggaran, Badan Kehormatan dm alat kelengkapan lain yds
dipe.lukd dan dibentuk oleh rapat paripuma,

7. Komisi adalah Komisl-Komisi di dalm Dewm PeMakilan Ral,yat
Daerah Kabupaten Cianlur.

8. Pmitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Pesakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cimju. yang dibentuk dalam rangka kegiatan
pembahasan dan pendekatan masalah kesiarm DPRD.

9, Fraksi adalan Fraksi Fraksi Dewan Peruakilan Raktrat Daerah
Kabupaten cianjur.

10. Sekietdiat Dewan PeNakilan Ralryar Dae6h, selanjutnya disebu!
Set. DPRD adalah Sekretdiat Dewan Petrakilan Ralvat Daerah
Kabupaten cianjur.

ll.Sekretdis Dewan Pe akild Ralryat Daeml, seLojutnya disebut
Sekretaris DPRD adalall Sekretaris Dew@ Peruakilad Rallf at Daerah
kbupaten Cianjur.

12. UmA Representasi aclalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dao Anggota Dewan Petrakilan Rakyat Daerai Kabupaten
cianjur sehubungao dengm kedudukannya sebasai Pimpinan dan
Anggota Dewan Peruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

13.Uang Paket adalah uang yang dibedkan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Peruakilan Raliyat Daerah Kabupaten
Cianjur dalam menshadiri dan meneikuti rapat .apat dinas.

l4.Tunjangm Jabatan adalah uang yang diberikan setiap buld kepada
Pihpinan dan Anssota Dewm PeNakilm Rallyat Daerah Kabupaten
Cianjur karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua, dm
Anegota Dewan Pe a]<iid Rabat Daerarl Kabupaten Cianjur.

ls.Tuojansao Alar Kelengkapan Dewan Pe alilan Ralyat Daerah
Kabulaten cianjur yans seldjutnya disebut Tunjdge Alat
&lenskap@ DPRD adalah Tunjansan yanc diberikan setiap buld
kepada Pimpinan arau Anggota Dewu PeMakilan Rakyat Daeral
Kabupaten Cianjur sehubungm dengan kedudukannya sebagai ketua
atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota pada Badm
Musyawarah, Kohisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran,
Badd Keho.matan dd alat kelengkapan lain yang diperlukan.

16.Udg Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
d@ Anggota Dewm PeMakilan Rar'yat Daerah Kabupaten Cianjur
atas jasa pengabdiannya setelah yang. bersmgkutan diberhentikan
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lT.Tunjmgan Kesejahteran ailalah tunjdgan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharen keseharan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan peruakjtan Rata,ar Daeran Kabupaten
cianjur, penyediam rumah jabat@ pimpinan Dewan pe akilan
Rakyat Daerah Kabuparen Cianjur dd pertengkapannya, kendaraan
dinas jabatao Pimpinan Dewan PeMakilan Rakyat Daerah Xabupaten
cianjur, serta rumah dinas basi Anssora Dewm peruakilan R;taat
Daerah Kabupaten Cianjur dan perlengkapmnya.

lS.Tunjangm Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi
Pimpinan da. Anssota DPRD selama Pemerintan Daeran beLum
mampu menyediakan fasiiitas rumah jabatan / rumah dinas.

l9.Tunjegm Komunlkasi intensil adalah uans yans dlberikan
kep.da Pinpindn oai AnBBo,a D"w.r Petuak.ldn R"tr. DaqEh
Kabupaten Cianjur setiap hulan dalam rangka hendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan PeMaknan Rakyat
Daerah Kabupaten cianjur.

20. Eelanja Penunjaog operasional Pimpinan Dewan Persakilan Rab,at
Daerah Kabupaten cianjur yang selanjutnya disebut Belanja
Penunjds Ope.aslonal Pidpinan DPRD adatan dana yang
disediakan bagi Pimpinan Dewan Petuakilan Rahral Daerah
Kabupaten Cianjur setiap bulm untuk menunjang kegiaran
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhm lain guna meldctukan pelaksanaan tugas pimpinan
Dewan PeMaldlm Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sehdi-harj.

21. Reses a.lalah masa pelaksanaan kegiatm Dewan Petuakilm Rakyar
Dae€h Kabupalen Cisju. di lua. masa keglatan pe.sidangan.

22. Kunjudgan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan atau peninjauan
lapangan Dewan Petuakilan Rakyat Daerah IGbupaten Clanjur dalam
rmgka pelaksanaan tugas dan tungsinya

23.4t Cost adalah penerapan pengganggaran dan pelaksanaaD perjaland
dinas berdasarkan prinsip kebutuhe nyata.

24,Anggara, Pendapatan dan Belanja Daerall yang sclanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntand daerah yang
dibanas dan disetujui be.sma oleh Psmerintah Daeratl dm Dewan
Pemakilm Rakyat Daerall Kabupaten serta ditetapkan dengan
Peraturd Daerah.

25.Standar Tertinegi Pembakuan Biaya Kegiatd Belanja Dewm
PeMkilan Rakyar Daeran ymg selojurnya disebut Sran.tar Biaya
DPRD adalah satrrm blaya berupa biaya umum dan harga satuan
kegiatan yang ditetapkan untuk henghasilkan biaya kohpone.
keLuaran sebagai pedohan dalam penjrusunan dan pelaksanae
@ggaran kegiatan beldja Dewan Peruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten cidjur.

26. Standar Tertinggi Pembalam Biaya (egiatan Beldja Daemn
(abuparen Cianjur selanjutnya disebut SBBD (abupaten Cianjur
adalah satuan biaya berupa biaya umum dan harga satuan kegiatm
ydg ditetapkan untul meoghasilkan biaya komponen keludan
sebagai pedoman dalam pequsunan Rencana Ke{a Anggacn yang
merupakan batas te inggi dm ditetapkan setiap tahun.
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Bagian Kedua

Maksud dd Tujuan

Pasal2
(1) Maksud ditetapkannya Standar Biaya DPRD adalah untuk mengatur

perencanaan dan lenganggaranpelaksanaan kcgiatan DPRD ya.g
sebasian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Biaya DPRD a<lalah aBar keseLuruhm
kegiatan yang dilaksanakan seca.a kuantitas dan kualitas keluarm
sesuaidengan rencana dan tolok ukur kineria vans relah diietapkan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Rumg lingkup Standa. Biaya DPRD mencakup gaji dan lunjangan,
satuan biaya umuft dan hdga satuan kesiatm ydg ditetapkm untuk
menghasilkan biaya komponcn keluaran dalam penyusunan dan
pelaksanaan angsaran keaiatan belania daerah DPRD.

BAB II

PENCHASILAN PIMPINAN DAN ANCGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal4

Penghasilan Plmplnan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a. Uang Representasi;
b. Tunjan8d Kelua.ga daD Beras;

d. Tunjangan Jabatani
e. Tunjangan Badan Musyawarahl
L Tunjangan Komisii
g. Tunjansan Badan Anggaran;
h. Tuhjangan Badd Kehormatanl
i. 'rurjangan Alat (elenskapan DPRD.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 5

(1) Pimlinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

(2) uans Rep.esentasi Ketua DPRD setda dengan gaji pokok Bupali.
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(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar a0 % (deiapan puluh
p-rse'Jddr I d-g aFp.e\e a\i aFr' ' DPRD

(a) Uane Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima
pFr .e .) dar ' I a. s pep,-.Fn..\r (fr, d DpRD

Bagian Ketiga

Tunjansm &Luarga dan Tunjancan Beras

Pasal6
(1) Pimpinan dm Anscota DPRD diberikan Tunjangan xeluarsa dan

T\rnjangan Beras.

(2) Tunjangan Keluarga dan runjansan Beras sebasaimana dimaksud
pada ayat (1) besarannya sama dengan ketentuan yang berlaku basi
pesawai neaeri sipil.

Basian Keempat

Uans Paket

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Ancgota DPRD diberikan uang Paket.

(2) UdB Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesd 10%
G"p--Jl- p--srn) d.ri . dnB Repres-nra{ mrr.ne m8... s.

Bagian Kelima

'lunjangan Jabatan
pasal a

(1) Pimpinan dd AnEsota DPRD diberikan Tunjangan Jabaran,
(2) 'runjanean Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar

r45% (seratus emlat puluh lima persen) dari Uans Rep.esentasi

Bagian Keenam

'runjangan Alat (elengkapan DPRD

Pasal9

Pimpinan dm/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelenekapan
DPRD diberikan tunjangan sebagai berikut:
a. (etua sebesar 7,5% {tujuh koma lima persen) dari Tunjansan Jabatan

b. Wakil Ketua sebesar s% (lima persen) ddi Tunjdsan Jabatan lctua
DPRDI

c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua

d. Anggota sebesd 3% (tica persen) ddi Tunjasd Jabatan Ketua
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BAB I]I
TUNJANGAN KESEJAII'IDRAAN

Bagia. ksalu
Umum

Pasal 10

Tunjmgan Kesejahteraan basi Piflpinan dd Anggota DPRD beserta
keluarganya terdiri atas:
a. ruman jabatan/rumah dinas atau runjansan perumahani
b. uangduka $alat dan bantuan biaya pengurusan jenazah i
c. Uans Jasa Pengabdian Pimpina dm Anggoia DPRD
d. Tunjangan Xomunikasi lnrensil
e. jaminan pemelihamm kesehatan dan pengobatan;
r Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD;
g. kendaraan dinasjabatan dan kendaraan dinas operasionati dan
h. belmja pakald dinas.

Bagian Kedua

Rumah Jabatan/Rumah Dinas atau Tunjansm perumahan

Pasal 11

(1) Pimpinan DPRD disediakan tuasins-masins I (satu) rumah jabatan
beserta pe.lengkapannya.

(2) Anggota DPRD disediakan masing h;sing 1 (satu) rumah dinas
bese.ta perlengkapannya,

(3) Uniuk pemeliharaan rumahjabatan dan atau rumah dinas diberikd
biaya belanja pemeliharaan.

(4) Dalam hal Pemerinrah Daerah belum mampu menyediakan Rumah
Jabatan dan/atau Rumah Dinas, kepada pimpinm dan Anggota
DPRD diberikan Tunjansan Perumahan berupa uang dan dibayarkan

Bagian Ketiga

Uang Duka/Wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah

Pasal 12

(r) Kepada ahLi waris Pimpinan dan Anggota DPRD yans meninesal
d,'r. Joa( oa.am m"rj, 'nk"n uc"s diberk"' G-e o rr" w"L
sebesa.2 (dua) kali Uans Rep.esentasi.

(21 Kepada ahli waris dari Pimpinan atau Anggota DPRD yang oeninggal
dunia dalam menjaiankan tugas dibenkan uans duka wafat sebesa.
6 (enam) kari Uang Representasi.
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Bagian Keempat

UdgJasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 13

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yans meninggal dunia atau
meryal<hiri Imsa baktinya diberikan UangJasa Pengabdian,

(2) Besarnya Uang Jasa Pensabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) disesuaikan dengd masa band Pimpinan dan AnaBota DPRD,
dengm ketentuan:
a. hasa bahti kurans dari 1 (satu) tahun, dihituns I (saru) tahun

penuh dan diberikan U@g Jasa Pengabdid sebesd 1 (saru)
bulan Uang Representasi;

b. masa bakti sampai dengan i (satu) tahun, dibe.ikan Uang Jasa
Pengabdian sebesd 1 (satu) bulan Uang Representasii

c. masa bal<ti sampai dengd 2 (dua) tahun, dibedkan Uang Jasa
Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;

d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uans Jasa
Pengabdian sebesd 3 tiga) bulan Uang Representasi;

e. masa bakri sampai dengqn 4 (etulat) tahun, diberikan Uang Jasa
Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan

t masa bakti sampai dengan s (lima) tahun, diberikan Uds Jasa
Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uans
Representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anssota DPRD meninggal dunia Uang Jasa
Pensabdian sebagaimana di@ksud pada ayat (2) dlberikan kepada

(a) Pembayaran Uang Jasa Pengabdim dilakukan setelah yang
bersangkutan dinyatakan diberhentikm secda hormat sesuai
ketentud peraturan perundang-undangm.

Bagiao Kelima

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 14

Bagi Pimpind dan Anggota DPRD dibe.ikan Tunjangan Komunikasi
Intensif setiap bulan, masing-masing paring tinggi 3 tiga) kali UmC
Reprsentasi l(etua DPRD.

Bagian Keenam

Jaminan Pemelihdam Kesehatan
danPelay an Medidl ClE.k Up

Pasa115

(l) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta kelua.ganya diberikan j aminan
pemeliharaan kesehatan dan pengobata! dengan .lifasilitasi melalui
Badan PenyelenegaE Jamird Sosial Xesehatan.



(31

(41

(2)

l1

Keluarga Pimpind dm Aoggot! DPRD yang mendapatkan jahinan
pemeliharaan kesehatan rld pengobatan yaitu suami atau istri
heserta 2 orang anak.
Iuran jaminao pemeliharaan kesehatan dan lengobatan
sebagalmana dimal{sud pada ayar (1) diatas, sebesar s o/o (!ma
persen) dari gaji dan tunjangm tetap, ytus tediri atas APBD sebesar
3 o/o (tiga persen) dd 2% (dua persen) dari yans beisdskutan.
Pengembangan pelaydh kesehatan di lud cakupm
penyelenggaraan jamind kesehath ymg disediakan oleh Bade
Penyeleoggda Jaminan Sosial resehatm hanya diberikan kepada
Pimpin@ dd Anssota DPRD berupa pelayanm mediet cleck lp
sebanyak 1 (satu) k.1i dalam 1 (satu) talun, termasuk keluarsa (satu
istri/sllmi dan dua anak) dan dianggarkan dalam bentuk progran
dm kegiatan Set. DPRD dan dllaksanakan pada Ruoah Sat{it lJmum
Daerah setempavRumah Sakit Umum Pusai didaerah.

Basian Ketuiuh
Belanja Penunjans Operasional PlmpinaD DPRD

pasal 16

SeLain penghasild d@ Tunjmgan xomunikasi Intensif sebagaimana
dimaksud dalm Pasal 14 ayat (1), kepada Pimpinan DPRD disediakan
Belania PenunieA Ope.asional.

Bagian Ke.lelapan

Kendd@n Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas ODerasi.nal

pasat 17

(1) Pimpind DPRD disediakan masinc-masing I (satu) unit kendaraan
dinas jabatan berikut biaya pemelihar&nnya.

(2) Alal kelengkapan DPRD dapat dibenkan kendaraan dinas
ope.asional berikut biaya pemeliha.adnya.

(3) Biaya Pemdhden kenddmn dinas dibebankan ke d.lam belanja
Set. DPRD,

(4) Pimpinan DPRD dibe.ikan bantuan bahan bat<a. minyak jenis
penamdl pertalitelpetuium atau solar da {bahd ba}d non
subsidi) masing masins yans dibebankan ke dalam belanja Set.
DPRD,

(s) Pehberian bmtuan bahan bakar minyak sebasaimana dimaksud
lada ayat (4) dibuktikan dengan tanda bukti pembelid yang sah
dan lersilat Ar cos,
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Bagian (esembilan

Belalja Pakaian Dinas

Pasal la
(1) Pimpinan de Anggota DPRD disediakan P.]<aian Dinas berupa

Pakaim Sipil Lengkap (PSL), Pakaim Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipii
Harian PSE dan Pakaid Dinas Hdian (PDH).

(2) Stadar satuan harsa pakalan dinas sudah termasuk bahan dan
onekosjahltnva.

Basian Xesembilan

Pajak Penghasilan

pasal 19

(1) Pajak Penghasilan PasaL 21 Pimpinan dan Anssota DPRD atas
penghasiian sebaeaimma dinaksud dalam PasaL 4 dibebankan pada
APBD,

(2) Pajak Penchasilan Pasal 21 Pimpind dan Anggota DPRD atas
lenerimtu Laio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan
kepada yang bersangl,atan sesuai ketentuan peraturan perundang
und@san di bidane perpaiaka!.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG (EGIATAN DPRD

Bagim Kesatu

Umum

Pasa120

(1) Beldja penunjmg kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung
keLmcaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD-

(2) Belanja penunjans kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah untuk pembiayaan kegiatan yang te.cantum dalm rencda
ke.ja tahunan, berupa kesiatan:
a. xunjungan Kerja dan Kegiatan Resesj
b. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalismel
c. tenaga an! sebagai na.asunber dalah rapat keia alat

kelengkapd DPRD, baik alat kelenckapm yg bersilat tetap
ataupun alat keleigkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan
kepentingan tertentu sesuai tata tertib DPRD.

(3) Belanja penunjans kesiat@ sebasaimma dimaksud a:\rat (1) disusun
berdasarkan rencda kerja tanwd ydg ditetapkd oleh Pimpind
DPRD dm penggundnya di6esuaikao dengm kehampud
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Bagian Kedua

Kunjunean Kerja dan Kesiata! Reses

pasal 21

(1) (unjuncan Kerja dalam ran8ka pdaksanm tugas, runssi dan
ivewenang DPRD dilalsanakm di dalam dan ke luar Daerah
dlberikan biaya !er:jalanan dinas.

(2) Reses dalam ranska menyerap aspirasi masyaral<at khususnya
konstituen di daerah pemilihan Anggota DPRD, dilaksanakan seca.a
perseorangan di daerah lemilihdnya masins masing dan diberikan

(31 Biaya Reses sebasaimana dimaksud pada ayat (2) rerdni atas
komponen sebagai berikut:
a. biaya makan dan minuman rapat:

1) jamuan rinsan;
2) jamuan makan;

b. biaya sewa sou nd svsteni
c. biaya sewa tempat/sewa ten.laj
d. biaya seva kursi;
e. biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
l. biaya alat tulis kantori dan
g. biaya dokumentasi.

(a) Besaran komponen harga satuan biaya Reses sebasaimana dimaksud
pada ayat (3), disesuaikan densan SBBD Kabupaten cianiur.

Bagid Ketiga

Biaya Peialanm Dinas

Pas^ 22

(1) Setiap pertalMd dinas Pimpinan dan Anggora DPRD harus
dilaksanakan sesuai denga. surat perintah tugas yang
ditandatangani oleh pejabat yang benvenang menandatangani, yaitu

a. &tua DPRD untuk:

2. wakil Ketuat dan

b. Apablla Ketua DPRD berhalargan sementara, mal{a Wakil Ketua
DPRD untuk:
1. WakiL I<etuai dan
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Bagian Ketiga

Biaya Tenaga Ahti

pasat 23
Dal-n r"ngk€ mp-goplmaikan oFtaksdaan tJngsi. ruBas dd werrrdg
DPPD s-ru hak dM kcwcjibtu AnCCoE DPFD. d oFn.r \ Fra<sr qebaga;
wadah berhimpun anggota DPRD dd setiap Fraksi dibantu oteh I (sa-tu)
ordS ienaga.hi dengm persyratan sebaBai berikurl
a. berpendidikan sereodah{endahn}a srrata saru (S1) denga,

pensalaman k€rja paliog sinskat s (lilm) tahun, strata dua (s2)
d"rean p_nCrldm"n nrrjr p4',nC sin8kcl 'l ,.ig€) uhun, ..a sL;"ra
nBa IS 1l dp- gan pcn8dl.mcn kerjd pa' 1g s.nBka I ()a. Ll r"r un

b. menguasai bidang pemerintahan serta hullam: dan
c. menguasai tugas dan lungsi DPRD.

Bagian Keempat

Penlngkaran Sumbe. Daya Mdusia .tan
Proiesion,lism.

pasal24

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diiusaskan mengikutl kesiatan
peningkatan sumber daya manusja dd profesjonalisme berupa:
a. Semiaar; dan
b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop dan

kegiatm seienisnya.
(2) Peninskatan sumber daya manusia bagi pimpinan DPRD

sebasaimana dimaksud pada ayat (r), ydg bersanskutan iusa
m€mperolah laneganan ko.an dan majalah seriap butan.

(3) Besdm biaya peninskaran sumber daya manusia dan
profsimalGme $basaimma djmaksud pada ayat (1) sesuai .tengan
SBBD (abupaten Cianjur.

(4) Peninskatan sumber daya mus:a dan profesionalisne
sebagaimma djmaksud pada ayat (1) dirasititasi dd dikoordinasikan
oleh Kementerim Dalam Negeri serta dapat bekerjasma dengan:
a. r€mbaga Pengabdid Masyarakat pada tnstirut pemerintahm

Dalam Negeri;
b. Badan Peoelitid dan Pengembangan Kementerio Datam Negeri

sesuai dengan tugas dm lungsirya;
c, Ledbaga Pengabdid MasyaEkat arau dengan nama tain pada

Peieuruan lnggi yang memiliki peminatd/spesifikasi bidmg
pemenntahd, ekonomi/keuanBan daerah, pembangunan, sosjal
dan kemasyarakatanr dan/atau



Bagia. Kelima
Biaya Jasa Penyebarluasan Berita/Publikasi xegiatan DPRD

Pasal 25

Guna meningkatkan banspamnsi serra akuntabitiras kinerja kegiatan
DPRD yang nyata sesuai dengan kewendgnya, ftaka dlberikan biayajasa
penyebarluasm berita/publikasl kegiatan DPRD

Bagian (eenam

Belanja Layanan/Langgm@ Akses lntemet danTelepon Kantor DPRD

Pasal 26

Guna meningkatkan p€nsetahuan dan kelancaran konunikasi, diberikan
biaya jasa layanan/langeanan al{ses inte.net dan telepon kantor DPRD.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

(1) Pimpindn dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib memberikan
laporan pelaksanaan kegiatannya kelada Ketua DPRD.

(2) laporan pertangsungiarvaban keuansan sebasaimana dimalsud
pada ayat (I) merupakan bagid tidak terpisahkan dari
pertanggudgjawahm keuangm pada Sekretariat DPRD.

(3) Apabila lapord pertansgunsiawaban keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) belum dapar dipenuhi/diselesalkan oleh
yang bersangkuta., Sekretaris DPRD beMenang unruk
henangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

15

d. pihal{ penyelenggara lain yang berhimpun dan mendalar
pembinaa. dari Asosiasi Lembaga PeniDgkata Kapasitas Sumber
Daya Manusia sesuai peratumn perundang-undansan.

BAB VI
]<F,TF]NTI IAN I,AIN.I,A]N

pasal23

Rjncim besaran penshasilan Pimlinan dan Anssota DPRD, tunjangan
kesejahterad, dan belanja lenunjang kesiatan DPRD sebagaimma
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisankm dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB \'I]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapks.Ag* setiap
o@g medgebnuinya, memerintanicn pengundmg PeEtu.d Bupati
ini denso p€nempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Cieiur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tmgaal 15 Oktober 2015

BUPATi CIANJUR,

,fuETJEP MUCHTAR SOLEH

Di@ddqld di Cidiur
15 Oktober 2015

DAERAII
CIANJUR,

sE! L-1 i.

{u; ENAL MUTAQIN

TA DAFJRAH (ABI'PATEN CIAN.'IJRTAHIJN 2015 NOMOR 30
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